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PENDAHULUAN
Kesultanan Banten, yang didirikan dalam tahun 1520 oleh pendatang-pendatang dari kerajaan Demak di Jawa Tengah dan dihapuskan Deandles dalam tahun 1808. Daerah yang oleh pelawat-pelawat portugis dinamakan Sunda Bantam itu, sejak zaman dulu merupakan sebuah pusat perdagangan lada, ia maju pesat setelah malaka direbut oleh orang-orang portugis pada tahun 1511, namun kemudian memudar dengan cepat sebagai pusat perdagangan sejak Belanda mendirikan Batavia pada tahun 1619. Di sini akan menjelaskan sejuh mana faktor-faktor ekonomi mempunyai korelasi dengan struktur sosial masyarakat Banten pada umumnya dan masyarakat petani di Banten utara pada khususnya (Pranoto, 2010:30).

Kesultanan Banten dipimpin oleh seorang sultan atau raja yang sampai saat ini mereka diagung-agungkan dan dianggap sebagai seorang ulama oleh seluruh masyarakat Banten. Disana konteks pemikiran tentang ulama adalah wali Allah yaitu untuk mengajarkan dan meluruskan agama Islam yang mereka anut.

Dua bagian dari kaum tani, yakni pengurus desa dan pemuka agama, dan yang merupakan elit pedesaan. Peranan sosial mereka dan status yang menyertai peranan itu, jelaslah mempunyai arti yang penting sekali dalam lingkungan desa, khususnya para pemuka agama memainkan peranan yang esensial dalam gerakan sosial (Kartodirdjo, 1984:19).

Sebelum tahun 60-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Jawa dan Madura lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata Arab fundung, yang berarti hotel atau asrama (Dhofier,1982:16).

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe- di depan dan akhiran -an berarti tempat tinggal para santri. Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. C.C. Berg juga berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.  Ciri-ciri pendidikan Islam tradisional di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Dhofier,1982:18).
Sepanjang sejarah tradisi Islam, ulama telah menjadi sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas proses penyebaran ortodoksi Islam terhadap generasi Islam selanjutnya. Mereka menguasai pendidikan Islam di madrasah, memegang kekuasaan tertinggi dalam penafsiran Quran dan Hadits, dan sering pula muncul sebagai pemimpin sosial politik.Kecuali untuk afiliasi sewaktu-waktu dengan Negara sebagai anggota dewan (Majelis Ulama) dan penasehat penguasa-penguasa sekular, jelas sekali ulama tidak mempunyai organisasi yang utuh untuk menggambarkan kekuatan sangat religius dalam menjembatani masalah umat dan agama.
PENDIDIKAN DI BANTEN PADA MASA KOLONIAL
Pendidikan Islam sama tuanya dengan Islam itu sendiri, dan tentu saja tidak terlepas dari sejarah Islam pada umumnya. Karena itulah periodisasi sejarah pendidikan Islam berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Pendidikan Islam tersebut pada dasarnya dilaksanakan dalam upaya menyahuti kehendak ummat Islam pada masa itu dan pada masa yang akan datang yang dianggap sebagai need of life. Usaha yang dimiliki apabila kita teliti dan perhatikan lebih mendalam upaya untuk melaksanakan isi kandungan alquran terutama apa yang tertuang dalam surat al-Alaq 1-5. Sebagaimana Islam itu mula-mula diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Ini merupakan salah satu contoh dari operasionalisasi penyampaian dari pendidikan tersebut (Hasbullah,2001:14).

Kedatangan bangsa Barat disatu pihak memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi tersebut bukan dinikmati penduduk pribumi, tujuannya hanyalah untuk meningkatkan hasil penjajahannya. Begitu pula halnya dengan pendidikan, mereka telah memperkenalkan sistem dan metodologi baru, dan tentu saja lebih efektif, namun semua itu dilakukan sekedar untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat membantu segala kepentingan penjajah dengan imbalan yang murah sekali dibandingkan dengan jika mereka harus mendatangkan tenaga dari Barat. Dan kenyataannya Belanda sebagai penjajah benar-benar mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan memeras tenaga, sumber daya alam dan sebagainya. Sementara dilain pihak juga diadakan semacam pembodohan terhadap penduduk pribumi. Karena itu Belanda sebagai penjajah berbeda sekali dengan penjajah yang lain seperti Inggris misalnya. Kalau Inggris meskipun mereka sebagai penjajah tetapi tidak mengenyampingkan kemajuan pribumi terutama di bidang pendidikannya. Hal ini bisa dilihat beberapa Negara bekas jajahannya seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan sebagainya. Sekarang semua Negara tersebut termasuk dalam kategori Negara maju (Hasbullah,2001:48). Jadi yang terpikirkan oleh mereka dibidang pendidikan hanyalah untuk kepentingan mereka sendiri. Inisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan yang diperuntukan bagi penduduk pribumi adalah ketika Van Den Capellen menjabat sebagai gubernur jenderal, dimana pada waktu dia memberikan surat edaran yang ditujukan kepada para bupati, yang isinya adalah: ”Dianggap penting untuk secepatnya mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratannya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum Negara yang diterapkan Belanda”. Dengan demikian jelas terlihat, meskipun belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk kalangan pribumi, tapi semua adalah demi kepentingan mereka semata. Jiwa dari surat edaran yang dibuat Van Den Capellen tersebut diatas adalah menggambarkan tujuan dari didirikannya sekolah dasar pada jaman itu. Pendidikan agama Islam yang telah ada di pondok pesantren, mesjid dan musola atau yang lainnya dianggap tidak membantu pemerintah belanda. Para santri pondok masih dianggap buta hurup latin, yang secara resmi menjadi acuan pada saat itu (Hasbullah,2001:51).

Politik yang dijalankan pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya didasari oleh adanya rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya. Sehingga dengan begitu mereka terapkan berbagai peraturan dan kebijakan. Tidak hanya sampai disitu tidakan pemerintah Belanda tersebut, berbagai usaha lain juga mereka tempuh, dengan maksud menekan dan mematikan kegiatan-kegiatan orang Islam, misalnya sejalan dengan sifat penjajah maka ihwal tentang pribumi dan Islam di Indonesia mereka pelajari dengan sebaik-baiknya secara mendalam dan ilmiah di negeri Belanda yang akhirnya merupakan ilmu khusus yang dikenal dengan Indologi.

Pada zaman kolonial Belanda, pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh faktor politik yang ditentukan oleh kebijakan penguasa, yaitu Belanda baik bersama VOC maupun pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, politik pendidikan bukan hanya bagian dari politik kolonial, akan tetapi merupakan politik inti kolonial. Jenis pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Belanda bagi anak-anak Indonesia banyak ditentukan oleh tujuan-tujuan politik Belanda terutama dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi.

Sebuah contoh yang tampak pada zaman pemerintahan Deandels, pihak penjajah beranggapan bahwa hanya sekolah-sekolah pemerintah atau staats onderways saja yang mendatangkan hasil bagi kepentingan penjajah. Perbaikan Mohammedaans gods dienst onderways, yaitu pondok pesantren, langgar, surau dan rangkang tidak perlu. Alasannya, sekolah-sekolah itu hanya merupakan alat meninggikan akhlak rakyat saja dan dianggap sumber semangat perjuangan rakyat. Oleh karena itu, diadakan peraturan umum tentang persekolahan (Stbl 1818 N0.4), yaitu mengatur tentang ketentuan-ketentuan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
Menurut Harun Nasution (1973), ciri politik dan praktik pendidikan kaum kolonialis, khususnya belanda adalah sebagai berikut:
a. Gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

b. Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi.

c. Konrol sentral yang kuat.

d. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan.

e. Prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesiasama dengan di Negeri Belanda.

f. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak peribumi.
Gradualisme yang diterapkan Belanda untuk masyarakat pribumi memang dengan ekstrim. Yaitu dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia dan memperlambat lahirnya sekolah yang setaraf dengan ELS. Padahal penjajah lain seperti di Spanyol telah mendirikan universitas di Filipina pada permulaan abad ke-16 untuk masyarakat pribumi, Inggris membuka universitas di India pada abad ke-17, sedangkan pemerintah Belanda baru mendirikan sekolah tinggi pada dekade ke-2 abad ke-20. Inipun terjadi atas tekanan keadaan darurat yang disebabkan oleh perang dunia I.
Pemerintah Belanda juga menanamkan dualisme dalam pendidikan. Dengan membedakan sekolah untuk anak Belanda dan untuk anak pribumi. Selain itu, ada perbedaan sekolah untuk orang berada dan yang tak berada, sekolah yang memberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran dan yang tidak memberi kesempatan. Pendeknya pendidikan hanya dijadikan alat untuk mempertahankan perbedaan sosial, bukan untuk mobilitas sosial. Belanda juga menerapkan pengawasan dan kontrol yang sangat ketat dan kaku. Control yang sangat ketat ini dijadikan alat politik untuk menghambat dan bahkan menghalang-halangi pelaksanaan pendidikan Islam.
Pemerintah Belanda juga menerapkan prinsip koordansi, yakni suatu prinsip yang memaksa sekolah berorentasi Barat dan menghalangi dalam penyesuaian pendidikan dengan konsdisi di Indonesia. Dengan demikian setiap sekolah dipaksa menjadi agen kebudayaan Barat dan dijadikan sebagai alat untuk misionaris Kristen. Yang tak kalah memperihatinkan juga, mereka dijadikan pegawai rendahan atau pegawai kasar sebagai tujuan utama pendidikan bagi pribumi. Prinsip dan pola ini mereka tempuh karena mereka tidak ingin masyarakat pribumi menjadi pintar dan tidak ingin Islam menjadi maju. Karena jika masyarakatnya pintar dan Islam maju, terancamlah kekuasaan mereka, terancamlah keuntungan yang berlimpah dalam bidang perdagangan mereka dan terancam pula misi mereka untuk menyebarkan bahkan mengkristenkan seluruh Indonesia. Karena itu Belanda tidak ingin Islam berkembang karena dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan kekuasaannya.
Keadaan Pendidikan Islam Dimasa Penjajahan Belanda
Sebelum kedatangan bangsa Eropa, termasuk Belanda, pendidikan Islam sudah ada dan mulai berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Walaupun pelaksanaannya masih sangat sederhana (tradisional) jika dibandingkan dengan perkembangan setelah kedatangan bangsa Belanda. Pendidikan Islam berjalan dan berkembang seiring dengan dakwah dan penyebaran Islam itu sendiri, baik di kalangan masyarakat maupun istana raja-raja. Pendidikan Islam pada saat itu mengambil bentuk halaqah, dan tatap muka perorangan di mushalla, masjid, maupun pesantren. Ketika Belanda datang, pendidikan Islam mulai mengalami hambatan. Rintangan dan tantangan untuk berkembang lebih maju seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman itu terjadi terutama ketika dihadapkan dengan persaingan melawan Kristenisasi yang justru dilakukan oleh kaum penjajah mulai dari bangsa Portugis hingga Belanda. Belanda membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang intinya menghambat dan menghalangi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Kolonial Belanda memperlakukan umat Islam sejajar dengan kaum pribumi. Sekolah untuk mereka terbatas hanya sekolah desa dan Vervlog. Padahal Islam agama mayoritas penduduk pribumi. Sedangkan penduduk beragama selain Islam khususnya Kristen (Protestan-Katolik) diperlakukan sama dengan bangsa Eropa. Keadaan ini membekas dalam hati umat Islam. Selain itu kolonial Belanda selalu menempatkan Islam sebagai musuh baik untuk kolonialisme maupun untuk usaha menyebarkan agama Nasrani.
Keadaan pendidikan umat Islam pada zaman Belanda dari waktu ke waktu demikian memperihatinkan karena terus menerus mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak menggembirakan. Namun demikian, umat Islam secara terus menerus pula tetap berjuang dan melakukan perlawanan, hingga akhirnya pendidikan Islam mengalami kebangkitan. Kebangkitan tersebut terinspirasi oleh gerakan yang lahir di Timur Tengah yang dibawa oleh orang-orang Indonesia yang menunaikan haji ke tanah suci Makkah. Gerakan ini dimulai dari pembaharuan pemikiran dan pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia, Perserikatan Ulama Majalengka, Jawa Barat (1911), Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam di Bandung (1920), Nahdhatul Ulama (NU) di Surabaya (1927) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Candung Bukit Tinggi (1930), dan lain sebagainya. Dengan munculnya gerakan-gerakan itu keadaan pendidikan Islam mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dan maju, meskipun Belanda tidak menghendakinya.Bahkan cenderung menghalangi pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan ke arah yang lebih baik dan maju itu, paling tidak bisa diukur, salah satunya dengan semakin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bermunculan sebagaimana disebutkan di atas.

Konsep Pembaharuan Pendidikan Islam Dimasa Kolonial Belanda:
a. Jami’at Khair : Konsep Pendidikan Konvergensi
Jami’at Khair yang secara resmi disahkan pemerintah Belanda tanggal 17 Juli 1905. Organisasi pendidikan ini merupakan organisasi pendidikan pertama yang didirikan oleh orang bukan Belanda, yang keseluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan sistem Barat. Organisasi ini membangun sekolah bukan semata-mata bersifat agama, tetapi sekolah dasar biasa dengan kurikulum agama, berhitung, sejarah, ilmu bumi dan bahsa pengantar bahasa Melayu. Bahasa Inggris merupakan bahasa wajib, pengganti bahasa Belanda. Sedangkan pelajaran bahasa Arab sangat ditekankan sebagai alat untuk memahami sumber-sumber Islam. Dilihat dari pelaksanaan program pendidikannya, Jami’at Khair telah melakukan beberapa langkah pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam. Pertama pembaharuan dalam bidang organisasi dan kelembagaan, dan kedua pembaharuan dalam aspek kurikulum dan metode mengajar. Organisasi ini merupakan organisasi Islam yang mula-mula menyelenggarakan sistem pendidikan konvergensi (gabungan) antara system pendidikan madrasah (Islam) dengan pendidikan Barat (sekolah) di Indonesia.
b. Perguruan Muhammadiyah: Konsep Sekolah Agama

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan (1869-1923), tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah didirikan sebagai reaksi terhadap kondisi umat Islam di Hindia Belanda (Indonesia), terutama di Jawa ketika itu dinilai tidak mampu menghadapi tantangan zaman karena lemah dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah delapan tahun berdiri, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh pulau Jawa, dan tahun 1921 organisasi ini telah meliputi seluruh Indonesia. Di tiap-tiap cabang didirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekolah-sekolah terdiri atas sekolah diniyat yang khusus mengajarkan agama dan sekolah-sekolah model pemerintah yang memberikan pengajaran agama dan pengajaran umum. Tetapi sekolah diniyat Muhammadiyah berbeda dengan metode belajar halaqah, model pesantren Muhammadiyah ini mengambil system pendidikan Barat, yaitu sistem klasikal. Adapun Kurikulumnya yang diterapkannya mendekati kurikulum pemerintah. Yakni penggabungan kurikulum pemerintah dan kurikulum Madrasah.

c. Persatuan Islam (PERSIS): Konsep Pendidikan Dakwah dan Publikasi

Persatuan Islam (Persis) didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktifitas keagamaan yang dipimpin oleh ZamZam dan Muhammad Yunus. Didirikan Persis adalah untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama.

d. Pendidikan Islam sebelum tahun 1900

Sebelum tahun 1900, kita mengenal pendidikan Islam secara perorangan, secara rumah tangga dan secara surau/langgar atau mesjid. Pendidikan secara perorangan dan rumah tangga itu lebih mengutamakan pelajaran praktis, misalnya tentang ketuhanan, keimanan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Pemisahan mata pelajaran tertentu belum ada dan pelajaran yang diberikanpun belum lagi secara sistematis. Sedangkan pendidikan surau mempunyai dua tingjkatan yaitu: pelajaran Alquran dan pengkajian kitab. Pada pelajaran Alquran diberikan pelajaran huruf hijaiyah, juz amma dan Alquran. Setelah murid menyelesaikan pelajaran Alquran ia dapat melanjutkan pengkajian kitab. Pada pengkajian ini diajarkan ilmu sharf, nahwu, tafsir dan ilmu-ilmu lain (Hasbullah,2001:55). 
e. Pendidikan Islam pada masa peralihan (1900-1908)

Pelajaran agama Islam pada masa peralihan ini bercirikan (Hasbullah,2001:58):

1) Pelajaran untuk dua sampai enam ilmu dihimpun secara sekaligus.

2) Pelajaran ilmu Nahwu didahulukan atau disamakan dengan ilmu sharf.

3) Buku pelajaran semuanya karangan ulama Islam kuno dalam bahasa Arab.

4) Buku-buku semuanya dicetak.

5) Suatu ilmu diajarkan dari beberapa macam buku, rendah, menengah dan tinggi.

6) Telah ada toko buku yang memesan buku-buku dari Mesir atau Mekkah.

7) Ilmu agama telah berkembang luas berkat banyaknya buku bacaan.

8) Aliran baru dalam Islam seperti yang dibawa oleh majalah al Manar di Mesir mulai lahir.

f. Pendidikan Islam sesudah tahun 1909

Isu nasionalisme tampak gaungnya merambah kemana-mana, ini berkat tampilnya Budi Utomo pada tahun 1908, yang menyadarkan bangsa Indonesia, bahwa perjuangan mereka yang selama ini Cuma mengandalkan kekuatan dan kedaerahan tanpa memperhatikan persatuan, sulit untuk mencapai keberhasilan, karena itulah sejak tahun 1908 timbul semacam kesadaran baru dari bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan (Hasbullah,2001:59).

Pada periode ini sistem pendidikan madrasah sudah dikenal hamper diseluruh wilayah Indonesia, baik yang didirikkan dengan usaha pribadi atau oleh organisasi-organisasi Islam, mulai dari tingkat rendah, menengah sampai tingkat tinggi. Pendidikan madrasah sampai menjelang berakhirnya penjajahan Belanda sudah mempunyai aneka bentuk, jenjang, dan tingkatan serta ketidakseragaman kurikulum. Walaupun demikian pihak kolonial Belanda berusaha semaksimal mungkin menghalang-halangi pendidikan madrasah, disamping dapat mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, juga berfungsi mengembangkan ajaran-ajaran Islam di kalangan remaja, yang tentu saja pada gilirannya nanti sangat mengancam posisi pemerintahan Hindia Belanda. Dan ternyata apa yang menjadi kekhawatiran mereka menjadi kenyataan (Hasbullah,2001:61).

g. Pondok Pesantren Roudhotul Ulum 

Pondok pesantren Roudhotul Ulum terletak di Cidahu Cadasari Pandeglang Banten didirikan pada tahun 1925 oleh KH. Muhammad Dimyati bin Syaikh Muhammad Amin atau biasa disebut dengan nama Abuya Dimyati. Pondok pesantren ini sekarang diteruskan oleh anak Abuya Dimyati yang bernama Abuya Muhtadi Dimyati. Sejak Abuya Dimyati merintis pesantren ini, beliau telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Ja’far assegaf yang sekarang memimpin Majlis Nurul Musthofa di Jakarta dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang mendirikan pesantren.

PENUTUP
Tugas ulama bersifat individual sama sekali bukan bersifat struktural. Inti susunan yang penting dari tradisi Islam bukanlah sekolah-sekolah ulama atau pesantren tetapi keluarga yang secara khusus terus menerus menghasilkan calon ulama dan memelihara umat sebagai pengayom. Peran keluarga secara tradisi untuk menghasilkan kader-kader ulama dan memberikan kesempatan serta fasilitas pendidikan bagi penduduk. Anak lelaki ulama diberikan latihan-latihan intensif ketika mereka masih kanak-kanak sebagai bekal mereka untuk mengganti pos keluarga dalam masyarakat, melanjutkan pesantren atau madrasah serta pengayom masyarakat. 
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